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. BABYV
PENUTUP
AL Kesimpulan,

Kesimpulaﬁ diartikan sebagal kesudahan pendapat atau pendapat akhir yang
bardasarke;ﬁ uraian-uraian sebelumnya. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini
tigolongkan-golongkan secara parsial yang meliputi variabel-variaba! yang ada
dan pada akhirnya menarik kenklusi yang bersifat umum.

Adapun kesimpulan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Pertanian merupakan faklors
yuridis yang berdasasrkan pada hukum adat vang di berbagal daerah
dikenal dengan istilah yang berlainan seperti :

- Koek Komak, Nyagap alau Ngeraksa unluk daerah Lombok (Khmsus

untuk lokasi penelitian)

- Merperduae untuk daerah Minang Kabau, Sroyo untuk daerah Jawa
Tengah, Maro atau Maro telu untuyk daerzh Jawa Timur, dan Nengah
atau Jejuron untuk daerah Priangan.

Pada umumnya perjanjian itu terjadi secara informal tidak tertulis dan

serfa merts.
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Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tagun 1960 tidak mengatur secara
eksphsit dan limitatif terhadap Perjanjian Bagi Hasil atas penggarapan iahan
pertanian melainkan pengaturannya bersifat impiisit karena terkait dengan

sifatiiya sebagat undang-undang pokok.
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Terdapal inkonsistensi tentang pengaturan Perjanjian Bagi Hasil dalam
Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 alau pasal & yang
sraea1;elask_glw bahwa UUPA berakar pada hukum adat namuk ketenfuan ini
ber{ent;;"hg.an dengan Kelentuan pasal 53 yang pada pokoknya berisi
keteptuan tenteng keharusan menghapuskan hak Perjaniian Bagl Hasil
sebagai salah satu hak yang bersifat sementara.

Fengaturan secara operasional dan limitatil lentang bagi hasit jusiru diatw
pada Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Hubungan antara UUPA No § Tho 1860 dengan UU No. 2 th. 1980 adaah
merupakan hubungan antara hukum khusus terhadap hukum umum {Lex
specialist Derogart Legigeneralist)

Secara umum UU no 2 tahun 1960 lentang Perjanjian Bagi Hasil tanag
pertanian bersifat imperatif pamun dalam penelitian terbukil bahwa sebagian
besar dari ketentuan Undang-Undang tersebut lidak terlaksana dalam
prakiek kehidupan sehari-hari cehingga terkesan sebagai humum vang mall

{ Law in Books).



